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MEKANISME PKPU YANG BERAKHIR KEPAILITAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Tirtha Ria 

Putusan No. 11/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. 
Dinyatakan berada dalam PKPU Sementara 

PT Tirtha Ria Mengajukan Rencana Perdamaian 

dalam PKPU Sementara namun belum mendapat 

persetujuan Kreditor 

Dinyatakan berada dalam PKPU Tetap 

PT Tirtha Ria memperbaiki 

Rencana Perdamaiannya dalam 

PKPU Tetap 

Dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian 

Dari 46 Kreditor Konkuren: 

45 menyetujui, 1 menolak 

Kreditor Separatis berjumlah 1 

dan menolak 

Jumlah suara yang menyetujui 

Rencana Perdamaian tidak 

memenuhi ketentuan didalam 

Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 

Tahun 2004 

Diangkat Pengurus untuk 

melakukan pengurusan harta 

Debitor selama berada dalam PKPU 

Pengadilan menolak untuk 

mengesahkan Rencana Perdamaian 

yang diajukan PT Tirtha Ria, kemudian 

PT Tirtha Ria dinyatakan pailit 

Pengurus PKPU diangkat menjadi Kurator 

dalam putusan pernyataan pailit 

Imbalan Jasa Pengurus pada PKPU 

yang berakhir kepailitan ditetapkan oleh 

Majelis Hakim sebesar paling banyak 

5% dari nilai harta Debitor 

Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998 

Pasal 225 ayat (3) UUK 

Pasal 228 ayat (4) UUK 

Pasal 228 ayat (3) UUK 

Pasal 289 UUK 
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PEMBATALAN PERDAMAIAN 

 

 

 Debitor/Kreditor yang memperikarakan Debitor 

tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya 

dapat mengajukan permohonan PKPU ke      

PN Niaga sesuai kedudukan Debitor 

Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK 

Pengadilan wajib mengabulkan PKPU Sementara 

paling lambat 3 hari apabila diajukan Debitor dan 

20 hari apabila diajukan Kreditor, semenjak 

permohonan PKPU itu didaftakan, serta 

mengangkat 1 Hakim Pengawas dan Pengurus 

Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK 

Kreditor dapat menuntut pembatalan 

suatu perdamaian yang telah disahkan 

apabila Debitor lalai memenuhi isi 

perdamaian tersebut. 

Pasal 170 ayat (1) UUK 

Dalam putusan Pengadilan yang 

membatalkan perdamaian, Debitor 

juga harus dinyatakan pailit. 

Pasal 291 ayat (2) UUK 

Apaila PKPU berakhir dengan perdamaian, 

Imbalan Jasa Pengurus ditetapkan oleh 

Majelis Hakim dalam putusan    pengsesahan 

perdamaian sebesar paling banyak 5,5 %   

dari nilai utang yang harus dibayar 

Pasal 5 huruf a. Permenkumham No. 2 Tahun 2017 

Apabila Imbalan Jasa belum dibayar atau 

tidak diberikan jaminan pembayarannya, 

Pengadilan wajib menolak untuk 

mengesahkan perdamaian, dan Debitor 

dinyatakan pailit 

Pasal 285 ayat (2) dan (3) UUK 

Apaila PKPU berakhir tanpa perdamaian, 

Imbalan Jasa Pengurus ditetapkan oleh 

Majelis Hakim dalam putusan    pengsesahan 

perdamaian sebesar paling banyak 7,5 %   

dari nilai utang yang harus dibayar 

Dalam putusan pernyataan pailit 

harus diangkat Kurator 

Imbalan Jasa Kurator dihitung 

dari presentase nilai hasil 

pemberesan harta pailit                 

di luar utang 

Pasal 5 huruf b. Permenkumham No. 2 Tahun 2017 
Pasal 2 ayat (1) huruf b. Permenkumham 2016 

Pasal 15 ayat (1) UUK 


